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. PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
- NOMOR.5 TAHUN 2009

.. - TENTANG
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R

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
T LINGKUNGAN HIDUP '

1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOFO,

bahwa dalamm rangka melaksanakan pembangunan

berwawasan - lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan

ierencang dalam mengeiola Sumber Daya Alam untuk
meningkatkan kesejahteraau dan mutu hidup, perlu dijaga
keserasian antara berbagei usaha dap atau kegiatan; )

b. bahwa Kota Palopo sebagai kawasan strategis dalam
kegiatan ekonomi nasional dan daersh berpotensi untuk
tefjadinya pencemaran dan Kerusakan lingkungan hidup
yang diakibatkan oleh berbagai usaha dan atau Kegiatan,
sehingga perlu dilakukan upaya pengendaliannya;

c. bahwa Pemerintah Kota  Palopo  berwewenang
menyelenggarakan upaya Pengelolaan, Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang
merupakan bagien dari pengelolaan lingkungan hidup
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;

d. bahwa berdasarksn pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf & -huruf b, dan huruf c, periu ditetapkan

Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup.

Menimbang :

@




Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 08 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
. Undang-undang No. 41 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok
Kehutanan (Lembaran' Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan [.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888);
. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo di
Propinsi Sulawesi Selatanii (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomot 24, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4186);
. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemenntah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa xali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tehun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambzhan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844) ;

. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengeloiaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4739): .

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan  Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Peraturan Pemerintah Nomor {9 Tshun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan/atau  Perusakan Laut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 3816);

R
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Peraturan: -Bemerintah. Nomer 27 Tahun 1999 tentang

10y 17 1 &7 (Analisis 1 AMengenai| Dampak i Lingkungan ; (Lembaran

Negara Republik;; Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tamabdhan: Eembaran: Negara/Republik Indonesia Nomor
3838);

Peraturan- Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik slndonesia Tahuny 2001 /Nomor 153, Tembaban

"+« ;Lembaran Negara Republik Inflonesia Nomor 4161);

10.

11.

2.

3.

- 14,

Peraturan Pemerintah: Nemor 82.:-Fahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 153, Tarmmbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161); <1+ + 4

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang
Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
267, Tambahen Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4068),

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Pengendalian Kerusakan Tansh Dan Atau Pencemaran
Lingkungan Hidup Yang Berksitan Dengan Kebakaran
Hutan Dan Atau Lahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabup 2001. Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Lidonesia Nomor 4G76);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Dacrah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara. Rzpubhk Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Dacrah Kota Paiopo;




Dengan Persetujuszn
AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

an : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG
PENGENDALIA PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP.

BAR!
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.
aturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

ntah Kots adalah Pemerintah Kota Palopo;
ta adalah Walikota Palopo;
Perwekilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Kota Palopo; -
Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota
untuk selanjutnya disebut BLHD;
ngan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya
an dan makhiuk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang
thigaruhi kelangsungan perikehidupan dan -kesejahteraan manusia
akhluk hidup lain;
Jlazn lingkungan hidup adalah upava terpadu untuk melestarikan
lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan,
natan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan
dalian lingkungan hidup;
em adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan
m utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk
bangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;

10.

11} :
. memperbaiki;kondisi: lingkungan. yang mengalami peacemaran kerusakan
“yang.ditimbulkan  sebagai akibat dari suatujusaha dan atau kegiatan,

- Pengendalian, Rencemaran:; lingkungan. hidup..adalah setiap upaya atau

kegintan i pencegahan edan;,atay,, penanggulangan, dan atau pemulihan
pencemaran, : dan ;| gtau . pengrusakan.,  Jingkungan - hidup  dengan
memperhatikan karakteristik daeralGnoganaynif wen o du dal
Pencegabap. pencemanan; lingkungan, hidnp. gdalah upaya terpadu dalam
rangka mepiadakan-dan atau mengurangi kemungkinan, timbulnya dampak
terhadap daya dukyng danidaya tampungilingkungan hidup;
Penanggulangan,; akibat. pencemaran dan, atay pengrusakan lingkungan
hidup adalah upaya terpadu dalam rangka mengh@ngkam memperkecil,
menangani, menyelamatkan ,lingkungan. hidup, dari peacemasan. dan
peng‘nmkaulingkungan{hidup;rmm..ui BTNS E;{Bf‘:‘,’.‘!!,a" : ‘
Pemulihan adalah. upaya . atay: kegiaten yang dilakukan dalam rangka

- sehingga; lingkungan dapat. berfungsi menunjang kehidupan makhluk

12.

13,

14.

15,

16.

hidlrp; o ' N AT Y . _
Perlindungan lingkungan hidup edalah.rangkaian upaya untuk merelihara
kelangsungan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
Pencemaran lingkungan hidup - adaleh masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan
hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tiugkaf
tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesual
dengan peruntukkannya; e . ‘
Pengrusakan lingkungan hidup adalah findakan yang menimbulkan
perubahan langsung atau tidak lungsung terhadap sifat fisik dan atau
hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidek berfungsi lagi dalam

menunjang pembangunan berkelanjutan;

Yonservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak
terbaharui dan menjamin pemanfaatan secara bijaksanz das sumber daya
alam yang ierbabarui untuk menjadi kesinambungan ketersediaannya
dengan tetap memelihara dan meningkatkan . kualitas nilai serta
keanckaragamannya;

Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup
yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;




mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhhik
zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan ateu unsur
nar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya
u sebagai unsur lingkungan hidup; :

dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup
mendukung perikehidupan manusia dan makhiuk hidup lain;-
tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup
menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atay
tkkan ke dalamnya;

h adalah sisa suatw usaha dan atau kegiatan;

h bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan / atay
n yang mengandung bahan berbshaya dan/atau beracun yang
sifat dan /atau konsentrasinya dan /atau jumlahnya baik secara
1g mtaupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak
1igan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan bkidup,
tan, kelangsungan hidup manusia serta makluk hidup lain.

k penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat
sar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;

s mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai
¢ besar dan penting suatu dan/atau kegiatan yang direncanakan
ingkungan hidup yang dipertukan bagi proses pengambilan
ian tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

adalah orang perseorangan, dan atau kelompok: orang, dan atau
wkum ; '

gung jawab usaha dan atau kegiatan adalah orang, kefompok
teu badan hukum , atau badan usaha yang bertanggungjawab atas
usaha dan atau kegiatan, omtuk selanjutnya  disebut
zungjawab; . ‘

tku kepentingan adalah setiap orang atau badan atau lembaga yang
langsung atau tidak langsung dalam pengendalian pencemaran dan
akan lingkungan hidup.

Pasal 2.

lalian pencemaran dan  pengrusakan lingkungan  hidup
idkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian
» dampak penting yang dapat mencemari dan merusak lingkungan
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(2) Pengenidalian o, penvemaran.; .dan . pengrusakan . lingkungan  hidup

dimelsudkan antuk mencegah, terjadinya; pencemaran, lingkungan hidup
terhadap medin tanah, ir, pesisir, laut dan-ndara.

AR AR I IR R L I

CPasald. i

Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan.hidup benuj@nakunmk
melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan

dengan ;s t41{ /g 3 0 s P
a. memelihara lingkungan hidup yang sehat, bersih, hijau, aman, dan
nyaman; e d oo

b. melestarikan fungsj; lingkungan hidup l;l:‘iu,k, memelihara kemampuan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup; ' N

c. mcnuc[;ggah terjadinya pencemaran. tethadap media tanah, air, pesisir, laut,
dan udara; Gy . ) .

d. mencegah terjadinya pengrusakan lingkungan hidup, schingga tetap dapat
dipertahankan daya dukung lingkungan hid_up;

e. menanggulangi dampak akibat terjadinya pencemaran dan atau
pengrusakan lingkungan hidup;. . .. o o

f. memulihkan keadaan lingkungan hidup pada suatu konc};sx yang tetap
mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 4.

Ruang lingkup pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup meliputi :

a. upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kemsakap
lingkungan hidup yang dilakukan melalui pendekatan hukum, ekonomi,
dan perilaku sosial kemasyarakatan; = .

b. upayp: terpadu dalam menanggulangi akibat pencemaren dan kerusaka:?
lingkungan hidup melalui penegakan hukum dan penggunsan teknologi

ang ramah lingkungan; _ o . ‘

c. ipaia terpady; dalam memulihkan kondisi lmgkungan hidup melalui
optimalisasi pendayagunaan sumber daya teknologi;




o penstuan-kelembaguan pengelola lingkungan hidup yang lebih responsif
““dan pronktil sehingge dapat szcara berdaya guna dan berhasil guna dalam
melakukan pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;
pengutan peranserta masyarekat dalam pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup.

BABII
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1
Pencegahan

Pasal &,

'alam rangks pencegahan pencemaran air, Pemerintah Kota memiliki
ewenangan:

menetapkan daya tampung pencemaran;

melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar:
menetapkan persyaratan air {imbah untuk aplikasi pada tanah;
menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
memantau kualitas air pada sumber air:

memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Paragraf 2
Penanggulangsn

Pasal 6.

) Upaya penanggulangan pencemaran Sumber Daya Air dilakukan secara
sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas dan konsisten dengan melibatkan
semua pemangku kepentingan.

|

i memeriukan

2) Dalam hal terjadipencemaran, sumber ;daya air yang _
) peaninmganan se[g]era,HWalikota memerintahkan ke‘pada penanggung j:;wab
untuk melakukan penanggulangan. sebagaimana dlmakspd pada zyat ( >
(3) Penanggung jawab wajib mematuhi perintah Walikota sebagaimana
S TR T Y ORNTE R KA .
' Paragraf 3
Pemulihan

o Pasal®.

i ” Daya Air dilakukan secara

1) Upaya ulihan pencemarag, ,Sumber ) . |
0 sisitpgnatii??erpadu, menyelucuh, tuntas dan konsisten dengan melibatkan ]
semua pemangku kepentingarn. ‘ 5

(2) Walikota memerintabkan kepads penanggung jawab untuk melakukar
pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keduz
Pengendalian Pencemaraa Laat

Paragraf 1
Pencegzhan

H ifasal 8.

(1) Pencegahan Pencemaren ¢ Laut dilakukan denggn mcnj.ngkatk'm
perlindungan mutu Laut yang meliputi upaya atau kegiatan pengendalia
pencemaran laut yang bertujuan untuk mencegah atau mengurang
turunnva mutu laut dan/atau rusaknya sumber daya lau.t. N

(2) Pcrlinciungan mutu laut didasarkan pada baku mutu air laut, knteria ;
kerusakan laut dan staws mutu jaut. ‘

(3) Setiap pemanggung jawab . usaha dan/atau kegiatan yang dfipz :

\ menyebabkan pencemaran laut, wajib melakukan pencegahan terjadiny
pencemaran laut.




Puaragraf 2 Penanggulangan

Pasal 9.

swnanggulangan pencemaran Laut dilakukan sccara sistematis,
1), menyelurub, tuntas dan konsisten dengan melibatkan semua
ngku kepentingan.

lam bal terjadi pencemaran laist yaitg memerlukan penanganan segera,
Walikota memerintahkan kepada penanggung jawab untuk melakukan
- penanggulangen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Parsigraf3
Pemulikan

Pasal 10,

(1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
mengakibatkan kerusakan dan  pencemaran laut wajib  melakukan
pemulihan muty laut, ¢ con

(2) Pedoman mengenai pemulihan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab.
H 1

Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1
Peacegnhan

Pasal 1.

(1) Pencegahan Pencemaran Udara dilakukan dengan melakukan inventarisasi
muty udars Ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber

bergerak maupun tidak bergerak termasuk  sumber gangguan serta
penanggulangan keadaan darurat.

10

‘ | 2 meliputi ; -upaya -untuk mencegah

) Pencegahan’ pencemaran judara meliputi ;upaya ’
( )tcrjadiiya pcflicmaran udara dengan cara penetapan {:faku mutu udare |
ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan.
ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bennotor. :

Paragraf 2
Pepangguiangan

Payal 12,

enan i ber tidak bergerak meliput
\ anan_pencema:anudaradansum“ _ |
® genga;gvifan %crhadap penaatan: baku mutu emist yang telah dnetapk@
Pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambie
disekitar lokasi kegiatan, dar pemerikasaan penaatan terhadap ketentua
tan tekni endalian: pencemaran udara. o
2) gcenanmya;agflnancga: i g:zgcmmn udars dari sumber bergerak melipul
pengawasan terhadap penaatan,. ambang batas  emisi gas buang
meriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermo%or tipe baru da
indaraan bermotor lama, Pemantauan mutu udara ambien disekitar jala .
dan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor. :

o Paragraf }

Pemulihan

Pranl 13,

I FEEEELAN

‘ j dan/atau kegiatan yan |

etiap orang atau penanggung jawab wusaha i n

ilenagpakibatkin terjadinya  pencemaran’ udara dan atau gangguan waj
melaknkan upaya pemulihan mutu udara.

11




BAB 11
O MENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Pengendalian Kerusakan Tanah

Paragraf 1
Peucegahan

Pdsal 14

Setiap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang dapat menimbulkan
kerusakan tanah wajib melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah,

Paragraf 2
Penanggulangan

Paszi [5.

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan
kerusakan tanah wajib melakukan penanggulangan kerusakan tanah.

(2} Ketentuan lebih lanjut mengensi tata cara penanggulangan kerusakan
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan
Lingkungan hidup.

Paragraf 3

Pemulihan
Pasal i6.

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan
kerusakan tanah wajib melakukan pemulihan kondisi tanah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata care pemulihan kerusakan tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Lingkungan
Hidup.

12

Bagian kedua
Pengendalian KerusakamHutan dan Lahan

Pamgmf 1
RTTH OIS Pencegahan

Pasal 17.

(1) Setiap orang berkewaﬂban mencegah. . tcrjadmya kerusakan hutan dan
Iﬁhall&u(r( {10pi . CAry |
(2) Setiap penangglmg _]awab usaha yang usahanya dapat mcnunbutkan
dampak besar terhadap kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan
kebakaran hutan dan lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan
dan lahan di lokasi usahanya.. ~ ¢ * .1/ 5 Vel i
(3) Setiap penanggung jawab ussha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib memiliki sarana dan .prasarans yang memadai untuk mencegah 5
terjadinya kerusakan hutan dan:lahandi lokasi usahanya.

Parigrar 2
Penanggulangan

Pasal 18.

(1) Setiap orang berkewajiban menanggulangi kerusakan hutan dan lahan di
lokasi kegiatannya. '

(2) Upaya penanggulangan kerusakan hutan dan lahan mengecu pada
pedoman umum dan pedoman tehnis pebanggularigan kebakaran.

(3) Pedoman umum dan pedoman teknis penangggilangan kerusakan hutan
dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesusi dengan
peraturan perundang-undangan yang beriakt.

13




(1) Setiap penanggung jawab usaha ‘yang dapat menimbulkan dampak besar

aragraf 3
Pemuliltan

- Pasal 19,
terhadap kerusakan hutan dan lahan wajib melakukan pemulihan dampak

lingkungan hidup yang berkaitan dengan kerusakan hutan dan lahan di
lokasi usahanya.

(2) Pedoman pemulihan dampak lingkungen hidup yang berkaitan dengan

kerusakan hutan dan lahan ditetapkan lebih lanjut oleh mstansl teknis
terkait '

BAB IV
WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 20.

KoLa berwenang :

¢

e

menetapkan kebijakan pengcndahan pencemaran dan pengrusakan
tingkungan hidup;

menerbitkan perizinan lingkungan dan atau yeng terkait dalam lingkungan
hidug,

membantu komisi penilai AMDAL;

menerbitkan rekomendasi AMDAL sesuai dengan peraturan perundang~
undangan yang berlaku;

menerbitkan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hldup (UKL)
dan upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UFL);

membentuk tim penanganan kasus lingkungan hidup;

melakukan pengawasan penaaten;

memenintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  untuk

melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan
hidup;

melakukan upays-upaya pengendaliap pencemaran dap/atau oo il an
lingkungan hidup vberdasarkem;q arakang ; pedoman, sups
pengawasan dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintsh 7o

melakukan penegakan hukum.sesugindengan perundang-undasgaa Jcmg
berlakur; At .
mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelengparaan
pengendalian dan pencemarar tengan pihak ke tiga dan atau pihak luar
negeri sesuai dengan penmlmn penmdang-undangan yang berlaku; :

Bagum kedua

R S T S LI TR IR ch.j'h‘n

AP P A LA T A AP N

Pasal 21

Dalam .raugka Pengendéﬁan i’enccmaran dan Kerusakan lingkungan hidup.
Pemerintah Kota berkewajiban :

a.

b.

melakukan inventarisasi dan cvaluam _ekonomi sumber daya alam dan
lingkungan hidup;
menyusun neraca sumber .daya alam dan lingkungan hidup serta
melakukan evaluasi. sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali;

melakukan penilaian dokumen analisis mengenai dampek lingkungan
hidup (AMDAL) scsuai dengan kewenangannya;

melakukan penilaian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL); .
menyusun strategi- pengendalian pencemaran dau perusakan lingkungan
hidup;

melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan pengendalian
pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;

melakuken pembinasn .terhadap usaha dan/ateu  kegiatgn delam
pengendalian pencemardn dan pengrusakan lingkungan hidup;;- '
mengembangkan terminal data dalam lingkungan hidup; |
menyediakan wformasi . tentang lingkungan
menyebarluaskannya kepada masyarakat; ‘
memberi informasi kepada masyarskat yang berkaitan dengan prngeicisar
lingkungan hidup daersh;

memfasilitasi penyelesaian sengketa mengenai lingkungan hidup; dan
kewsjiban lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

hidup  dar
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BAR V. ‘
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu:
Hak

Pasal 22.

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat, bersih, hijau, aman
dan nyaman; B

(2) Setiap orang berhak untuk berpéran serta dalam Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku; B

(3) Hak untuk berperan serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
berdasarkan :

hak untuk mengetahui setiap informasi;

hak untuk melakukan penelitian dan pengkajian;

hax untuk menyatakan pendapat;

hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan;

hak untuk mengawasi pelaksarigan pengendalian pencemaran dan

pengrusakan lingkungan hidup;
f. hak akses pada keadilan, = -

(4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melaiuj
dukungan yang bersifat finanstal dan/atau dukungan keahlian dalam
rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

pon op

Pasal 23,

Tata cara dan peran serta dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan,
pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah
pengembangan, potensi dan masalali pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup. ‘
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.- Bagian Kedua
s Kewajiban .

,f:.BasalM.'<

(1) Setiap orang berkewajiban mencegah, n:;gauggtdangi dan memulihkan
ncemaran dan pengrusakan lingkupgan hidup. _ ‘ .
(2) [pfewaj iban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalg ;
a. pemberian informasi yang benar dan akurat tentang pengendalian
pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;
b. melakukan, pengawasan dan pemaniguan. pengendalian pencemaran
dan atau pengrusakan lingkungan hidup; . o
c. memberikan laporan kepada pihak yang berwenang spabila terjadi
dugaan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup; dan /atau
d. kewgjiban lain yang dapat mendukung .- upaya pencegahan,
penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup.
EE R TR R T
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Jenis Izin
Pasal 25.
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatun yang menimbuikan dampak besar dan
penting pada lingkungan hidup wajib imemiliki rekomendasi pcngelolaan ;
lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha fian./atau kgglaian.
(2) Jenis rekomendasi untuk memperoleh perizinan di bidang 1§ngkungan |
hidup meliputi rekomedasi analisis mengenal dampak lingkungan
(AMDAL) untuk perizinan usaha atau kegistan skaia besar, rckomendasi
UKL/UPL untuk .perizinan usaha atau kegiatan skala menengah, dan
rekomendasi SPPL untuk perizinan usaha atau kegiatan skala kecil;
(3) Jenis perizinan untuk. kegiatan atau usaha yang menimbulkan gangguan
{kebisingan) dikenakan izin gangguan (HO); B
(4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memperhatikan:
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rencana Tata Ruang Wilayah Kots Peiopo;
nilai-nilai yano hidup dan berkenibang dalam masyarihat,
ketentuan-ketentuan hukum internasio
perjanjian-perjanjian kerjasama intern
(5) Jenis usaha dan/atay kegiatan yang wajib memperoleh i/in
dimaksud pada ayar (1) meliputi :
pendirian usaha dan atay kegiatan;
perluasan usaha dan atay kegiatan;
perubahan bentuk atay jenis usaha dan atau kegiatan;
pembuangan air limbah dan atay limbah padat:
usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerugran,
dan gangguan;
. pemetongan bekit,
(6) Jenis-jenis usaha atay k
berdasarkan neraturan

Cooom

nal, regional, dan oaaig .y
asional;

e I "'IUHE_:E;

a0 o

Lushia

penggalian/penimbunan lembah dan Pantag,

egiatan lainnya yang memertlukan irin kg
perundang-undangan.

Bagiss Kedua
Persyaratan dua Prosedur lzin

Paszl 26,

Setiap pemberian izin melakukan usaha dan/atay kegiatan,

wiph mengaiy

yang berlaku, .
Paasf 27,
(1) Tata cara untuk memperoleh izin ugaha atau I;(egiatan adaluh actuges
berikut :
8. mengajukan permohonan secars tertulis  dengan diienglapi Jdsis.
dokumen, dan informasi, sebagaimana dipersyaratkan ¢

data. dokumen, dan informasi

sebagaimana dimaksud dalam
dan benar;

sebagai kelengkapan persynrntan sy
buruf (a), harus jelas, lengkap, nhures

aneriksa instalasi, dan atau alat transportasi, - o
Il.lt::.i?:}lliﬁi;terangan dari pihak yang bertanggung juwab ulas usaha
NG
dlau keglatan; dan -
ttiluil::ng giain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
Ewena
berlaku. _ . -,
} Pm‘tg;iv:ls dalam melaksanakan - tugasnya dilengkai[H gengan tanda
- péngcnai dan surat tugas yang diterbitkan oleh chﬁi B He t g pejabat
h! .f‘cnunggung jawab wajib membantu kelancaran pelaksan uges pjabal
) p"ngdwas dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud p ¥
CpRngawas
1) g?:ium melakukan pengawasan, pejabat pengawas lingkungan hidup wajib
herkoordinasi dengan pejabat pengawas lainnya.

(8) Apabila dalam kegiatan pengawasan ditemukan potensi pencemaran dan /

atau pengrusakan lingkungan hidup, maka pejabat pengawas wajib
inelakukan tindakan-tindakan dan upaya-upa; a tertentu.

] ika
{9) Setiap hasil pengawasan dilaporkan kepada pejabat yang memberikan

perintah untuk melakukan pengawasan.

BAB VII o
INSENTIF DAN DISINSEN 11¥

Pasal 30.

! /
Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepad:ft setiap orllg::jg dan‘atau
K::ﬁmpok orang yang berjasa dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 31.
(1) Setiap penanggung jawab yang inelakukan upaya penaatan Pengendalian
Se g

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melebihi dari apa yang
seharasnya dilakukan berhak menerima penghargaan.




(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat diberikan daiam

bentuk insentif yang bertujuan untuk mendorong keuntungan secara
ekonomis bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah
Kota dalam rangka mendorong peningkatan penaatan secara sukarela
terhadap pengendalian pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan
hidup.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 32.

(1) Pemerintah Kota dapat memberikan disinsentif terhadap tindakan
penanggung jawab yang tidan sejalan dalam upaya pengendalian
pencemaran dan Kerusakan lingkungan hidup.

(2) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan  dalam  bentuk  pembebasan  secara

 d ekonomis terhadap
penanggung jawab.

RABIX
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan Pemeriptah

Pasal 33.

(1) Biaya pengendalian penceruaran dan pengrusakan lingkungan dibebankan
pada :

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD):
b. subsidi dan/atau sumbangan dari pemerintah: dan atau

¢. sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

I~
i~

¢. seluruh data, dokumen,dan informast barus dibuat salinannya
kemudian disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
(2) Proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu
ada :
i batas waktu sesuai dengan perturan perundang-undangan yang
berlaku; N TV
b. perbitungan batas waktu; sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dilakukan setelah semua persyaratan lengkap. . ‘
(3) Pererimaan permohonan izin tidak dapat dimulai apabila pemohon tidak
dapat memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud pada. ayat (1).
(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus: sudah diputuskan dalam
jangka waktu sesuai dengan peraturan penfndang-_t_md&ngan yang berlaku.
(5) Apabila peraturan perundang-undangan tidak menentukan jangl'm waktu
penyelesaian izin. sebagaimana dimaksud pada.ayat {4), maka dneutu?z?n
selambat-lambatnya 90 (sembilan. pulub) han keputusan terhadap izin
harus sudah diterbitkan. ' o .
(6) Dalam rangka penerapan prinsip kcbmi—haﬁgn, pejabat pemberi izin wajib
meminta pertimbangan dari ascsiasi profesi, pakar, dan masyarakat yeng
terkena dampak. ‘
(1) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bempa persetujuan
atau penolakan penerbitan izin melakukan usaha atau kegiatan.
(8) Penolakan penerbitan izin sebagaimana dunaks%ld pada ayat (7) harus
disertai dengan alasan dan penjelasan secara tertulis.
(5) Permohonan izin bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 28,

(1) Dalam proses perizinan yeng diperkirakan akan terkena dampak
lingkurgan, berhak mengajukan keberatan dengan ketentuan sebagai
berikut: L ‘ ‘

a. pengzjuan keberatan dilakukan datam Ja.n:gkﬂ waktu 30 (tiga Puluh)
hari, dan dapat diperpanjang hingga sampai 60 (enam pu.luh) hari;

b. pengajuan keberatan dituangken dalam bentuk tertulis yang dapat
disampaikan dalam forum dengar pendapat. N

(2) Pemberi izin wajib mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh
masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat {1).
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)} Pertimbangan dan jawaban terhadap keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-
lambatriya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 29.

f. o

{} BLHD wajib melakukan perigawasan terhadap penataan benanggtmg
jawab atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pertmdang~
undangan yang berlaku. =

2} Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan secara
periodik dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dalam rangka
menentukan tingkat penaatan.

}) Pelaksandan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

1) Dalam melaksanakan tugssnya, pejabat pengawas lingkungan hidup
berwenang:

_a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pmohetan,

perekaman sudio vigiual, dan pengukuan;

b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan,
karyawan yang bersangkutan, konsultam kontraktor, dan perangkat
pemerintahan setempat;

¢. membuat salinen dari dokumen dan atau membuat catatan yang
diperlukan, yang meliputi dokumen perizinan, dokumen AMDAL,
UKL, UPL. data kasil swapantau, dokumen surat keputusan: érganisasi
perusahaan sertz dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepeatingan
pengawasan;

d. memasuki tempat tertenty;

¢. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang,
bahan baku, dan bahan penolong;

f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas,
dan instalasi pengolahan limbah;

20

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sekurang-

kurangnya bagi kegiatan :

pengembangan kapasitas sumber daya manusna,

pengadasan sarapa dan prasarana;

pengawasan dan pemantauan;

penegakan hukum;

peningkatan kesadaran bukum ma,syarakat

pengembangan sistem informasi lingkungan; :

pengembangan dan penelitian di bidang lingkungan hidup;
nengembangan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga;

RO AR TR

hidup.

Bagian Kedua
Pembiayaan Non Pemerintah

Pasal 34.

(1) Pembiayaan pelaksansan pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup menjadi tanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai
dengan princi; pencemaran membayar (polluters pay prr‘ncip:e)

(2) Pembiayaan pclaksansan pengendalian pencemaran dan  kerusakan

koordinasi pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan |

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menglkutl

ketentuan peraturan perundangnundangan yang berlaku.
BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Ragian Kesatu
Upaya Paksa

« asal 35,

(1) Walikota berwenang memberi sanksi paksaan terhadap pelanggarar
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
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aft sebagaimnna dimaksud pada ayat (1) diwjukan unit
i pelsiipparan dan/stau memulihkan lingkungan hidup |
nula,

: pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam aynl {:
“dilakukan oleh penanggung jawab.

dilakukan berupa :

#. penghentian mesin;

b. pemifidahan sarana produksi;

C.  penutitpan saluran pembuangan limbah;

d. melakukan pembongkaran;

e. melakukan penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi
menimbuikan pelanggaran;
dan / atzu;

f. tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikaj
pelanggaran serta tindakan memulihkan lingkungan hidup pada
keadaan semula.

(5) Segala biaya yang dikeluarkan unwk penanggulangan dan pemulihup

lingkungan hidup yang diakibatken oleh pencemaran dan  atay

pengrusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayai (3) dan
ayat (4) dibebankan kepada penanggung jawab yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pengenaan Uang Paksz

Pasal 36.

(1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagsimana dimaksud dalam Pasal
35 dapat digantikan dengan uang paksa yang dibayarkan oleh penangpuny
jawab berdasarkan pertimbangan-pertimoangan obyektif, adil dan wajar
untuk kepentingan lingkungan hidup.

(2) Uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selurubnya ditujukan untuk biaya pemulihan
lingkungan hidup pada fokasi terjadinya pencernaran dan pengrusakan
lingkungan hidup:

4) Hentuk sonksi peksaan sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dupal:

(3) Jumlah uang paksa sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) difentukar
berdasarkan perhitungan reel biaya penanggulangan dan/atau pemulihar |
lingkungan hidup. - B |
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(1) Penanggung jawab yang .akan, mengakbiri usaha dan/atau kegiatan wajit
terlebih dahulu melakukan pemulihan lingkungan hidup,

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :

- a- masa berlaku izinnya akan berakhit;. . i 4 5000
b. akan pindah lokast usaha dan atau kegiatan. i ;

(3) Kewajiban sebagaimana.dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara tuntas -
selambat-lambatnya dalam waktu 3" (tiga) tahun: dan. hasilnya disetuju
oleh Walikota.: . L e _
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). diberikan berdasarkar :

-+ -hasil -pengkajian oleh BLHD dengan melibatkan paraalﬁi dan pihak lair
yang dianggap perlu. N

Loy e
¢ o

Pasal38.. .. .

sroubogrRdvedih w0 e ity aaddr eret
(1) Penanggung jawab, yang akan memindahtangankan, dan/atau. mengubat
sifat dan bentuk usaha dan/atau -kegiatannyas, wajib. terlebih dahuli
~meiakukan pemulihan lingkungan hidup.,, ;0 o ‘ ,
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada.ayat (1) diselesaikan secara tunta
selambat-lambatnya dalam waktu 3. (tiga) tahun,dan telah disetujui olet
Walikota. Sl on o nndbremadone e g
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat.(2).diberikan berdasarkar
-+ Hasil pengkajian oleh BLHD dengan melibatkanipara ahli dan pihak lair -
- yang dianggap perlu, et L -
Bagian Ketiga
Pencabutan-Izin. ..

Pagél‘39. ‘
(I)Penangglmg ja\#ab yang melanggar ketentuan _sebagaihiana dimasuc

dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutar
izing
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(2} Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap pelanggaran:

a. persyaratan pokok yang diajukan ternyata mengandung cacat, masih
dalam sengketa, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran,
ketidakakuratan, kebohongan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; '

b. pelaksapaan izin telah menyimpang dari ketentuan dan persyaratan
yang tercantumn dalam izin;

c. dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan temyata tidak
terpenuhinya suatu keharusan yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

d, usaha dan/atau kegiatan yang telah dihentikan selama 12 (dua belas)
bulan berturut-turut dan tidak dilajutkan lagi;

(3) Tata cara sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. kepada penanggung jawab diberikan teguran pertama secara tertulis
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga pulul) hari untuk segera
menghentikan pelanggaran;

b. apabila teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
belum diindahkan oleh penanggung jawab maka diberikan teguran

kedua secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)

hari untuk menghentikan pelanggaran;

¢. apabila teguran kedua sebagaimana dimasud pada ayat (2) huruf b
belum diindabkan oleh penanggung jawab maka diberikan teguran
ketiga secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 {tiga puluh)
hari untuk menghentikan pelanggaran; %

d. apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan sanksi
ﬁeniczltbutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(4) Pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberi izin
wajib memberikan kesempatan seluas mungkin kepada penanggung jawab
izin uniuk memberikan penielasan.

(5) Kepala BLHD untuk aan atas nama Walikota mengajukan surat
rekomendasi pencabutan izin kepada pejabat pemberi izin usaha atau

1 . =
Kegiaian,
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{(6) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 40.

(1) Penanggung jawab dapat dikenakan sanksi befupa penghentian atau

penutupan sementara usaha dan / atau kegiatan, '
(2) Sanksi penghentian atau perutupan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan apabila :

a. sifat dan bobot pelanggaran pencemaran dan atau kerusakan |

lingkungan hidup belum menimbulkan dampak yang besar;

b.  belum terpenuhi persyaratan pokok perizinan yang telah ditentukan;

c. terdapat keberatan atau pengaduan dari pihak ketiga;

d. pelanggaran atau kesalahan vang bersifat kelalaian atau kealfaan

(3) Tata cara sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. pemberitahuan secara iertulis kepada pemegang izin dengan diserta
alasan yang jelas dan wajar;

b. pemegang izin wajib diberi kesempatan secukupnya untuk memberi
penjelasan;

¢. pemberi izin setelah mempertimbangkan berbagai aspek dapat
melakukan pengenaan sanksi berupa penghentian atau penutupan

sementara usaha dan atau kegiatan.

{4) Penghentian atau penutupan sewenlara sebaginana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (i})}?’lakukan oleh pejabat pemberi izin bagi usaha |

atau kegiatan yang bersangkutan.

(5) Kepala BLHD untuk dan atas nama Walikota mengajukan surat

rekomendasi penghentian atau penutupan sementara usaha dan atau
kegiatan kepada pejabat pemberi izin usaha atau kegiatan.



Bagian Késatu
Umum

Pasal 41 .0 o ot

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan ‘hidup dapat - ditempuh  melalui
.- pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para
pihak yang bersengketa: - oo - o o et N
(2) Periyelesaian sengketa diluar: pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku terhadap tindak ‘pidana lingkungan sebagaimana diatur
~dalam Undang ~ Tndang; © - AT T
(3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila
upaya'térsebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu:atau para pihak
yang bersangkutan. I e

‘ Bagian Kedua SR TE
-+ - Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

[EPC RS

DA

Pasal_ 42. !

-Penyelesaian -sengketa lingkungan hidup diltuar pengadilan diselenggarakan
untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti-rugi dan/
atdu mengenai-tindakan tertentu guna menjamin tidak akani{erjadinya atau
terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.; . v

Pasal 43,

Dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat digunakan jasa pihak ketiga
antara lain melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi, atau pihak lain yang dipilih
oleh pihak yang bersengketa untuk membantu menyelesaikan sengketa
lingkungan hidup.

ST e

S

. Bagian Ketiga
Penyeleszian Sengketa Lingkungan Hidup Melalai Pengadilan

Paragraf1
Ganti Rugi

Pasal 44,

(1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain
atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan untuk membayar panti rugi dan/atau melakukan tindakan
tertentu. , 5

(2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertestu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembuyaran uang paksa
atzu setiap hari keterlambatan: penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak
Pasal 45.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatanya
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang
menggunakan bakan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah
bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian
yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung
dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup. ‘ )
. Paragraf 3

Pengajuan Gugatan

rasal 46.

(1) Hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu
sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara yang ©.aaku, dan
dibitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup.
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(2) Ketentuan mengenai tenggang waktn untuk mengajukan gugatlan
sebagaimand dimaksud pada ayat (1) tidak ‘berlaku terbadap pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh ussha
danfatau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun
dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 5 TAHUN 2009

BAB XI1
SANKSI PIDANA TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PENGRUSAKAN
Pagsal 47.

LINGKUNGAN HIDUP

Tindak pidana pencemaran dan/atau pengrusakan Lingkungan Hidup diancam

' pe A. UMUM
dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pembangunan .Kota Palopo. yang merupakan - bagian . dari, pembangunan

yang berlaku. nasional yang berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan Hidup bertujuan
untuk meningkatkan kesgjehteraan masyarakat. Untuk dapat menjarnin
BAB XIlX keberlapjutan  pembangunan tersebut, maka perlu didukung  oieh
KETENTUAN PENVIDIKAN ketersediaan sumber daya alam yapg memadai. Oleh karema itu,
Pasal 48 pembangunan yang dilakukan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip
acal 48,

Lingkungan Hidup. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam
. . mewujudkan pembangunan yang demikian itw adalah keterbatasan daya

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dukung dan daya tampung lingkungan. o '
diberi wewenang khusus melaksanakan tugas penvidikan terhadap Bahwa sesungguhnya lingkungan hidup itu memiliki keterbatasan daya
perundang-undangan Daerah ini, sesuai dengan perundang-undangan yang = dukung dan daya tampung, oléh karena-itu berbagai usaha dan atau
berlaku. - kegiatan yang berdsmpak padd Lingkungan Hidup perlu dikendalikan
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau pengrusakan Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : Hidup. Kota Palopo mempunyai karakteristik daerah yang berbeda dengan

diri tersangka,

d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak
pidana yang menyangkut pencemaran dan kerusakan fingkungan
hidup; ‘

e. mengambii .1dik jari dan memotret tersangka;

a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak daerah lain salsh satunya adalah tingginya tingkat pertumbuhac industri
pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; : yang merupakan kawasan unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan

b. melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian dan ekonormi nasional dan daerah Kota Palopo: Namun demikian disustu pihak
melakukan pemeriksaan; diharapkan pertumbuhan industri dapat terus meningkat dengan baik,

c. menyuruh berhenti seorano tersangka dan memeriksa tanda pengonal tetapi dilain pihak dampak pencemaran dan atau pengrusakan Lingkongan

Hidup dapat dikendalikan semaksimal mungkin.
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Menyadari Kota Palopo mempunyai- keterbatasan luas lahan, maka
musalah lingkungan yang menjadi perhatian aptara lain adalah kerusakan
lingkungan, pencemaran laut, pehcemaran air, dan pencemaran udara.
Untuk mencegah terjadinya dampak -tersebut perlu ditetapkan sebagai
kebijkan dibidang pengelolaan lingkungan hidup Kota Palopo. Salah satu
instrument kebijakan dalam pengelolasn - ‘Lingkungan Hidup yang
mendesak untuk ditetapkan adalah. pengaturan dalam bentuk Peraturan
Daerah tentang pengendalian pencemaran dan pengrusakan Lingkungan
Hidup. Penetapan kebijakan diharapkan akap menjadi dasar bagi
Permerintahan Kota Palopo menjabarKatiriya ke dalam berbagai kebijakan
tehnis mengenai pengendalian pencemaran dan pengrusakan Lingkungan
Hidup.

Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi penting diutamakan
adalah upaya pencegahan. Oleh Karena ity instrument pencegahan
tersebut perlu terus dikembangkan strategi pengelolgan Lingkungan Hidup
yang terpadu dengan berbagai sektor, misalrya penataan ruang wilayah
Kota Pelopo, Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,
Penetapan Baku Mutu Lingkungan Hidup dan kriteria Baku Pengrusakan
Lingkungan Hidup Daerah, Baku Mutu Limbah.

Hal tersebut diatas harus tercermin dalam perizinan lingkiungan hidup dan
atau yang terkait dengan lingkungan hidup. Untuk kemudian dilakukan
pemantauan dan pengawasan serta peniegakan Hukum selain itu perlu pula
dikembangkan pendekatan ekonomi berupa pemberian insentif dan

disinsentif yang dapat mcndorong penaatan penanggung jawab usaha dan
atau kegiatan.

Kewenangan untuk mengembangkan berbagai instrumen kebijakan Kota
Palopo dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut telah diberi ruang
yang memadai didalem undang-undang nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolasn Lingkungan Hidup dan undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Deerah. Dengan adanya ruang kewenagan
tersebut, maka Kota Palopo diharapkan akan dapat memiiiki dasar hukum
yang kuat dalam upaya dalam mencapai keberhasilan di bidang
pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Palopo.
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f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;

g. mendatangkan orang zhli dalam hubungan dengan pemeriksaan
perkara;

h. menghentikan peuyidikan apabila tidak ferdapat cukup bukii
atan peristiwa fersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut
Umum, tersangka dan keluarganya;

i. melakukan findakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabken dan sesuai hukum acara pidana yang berltaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara
tentang Pelaksanaan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan
menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada
Fenuntut Umum sesuai Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka setiap usaha dan/atau kegiatan
wajib menyesuaikan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50.

Peraturan Moerah ini noulai berlaks pada tanggal diundangkan.

R ¥t
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g . : B. PASAL DEMI PASAL
hpelilivinya, memerintahkan pengundangan Peraturan _ .

, éiiéh‘tpanannya dafam Lembaran Daerah Kota Palopo. : PasaI 1

. Cukup jelas
Pasal 2
- Cukup jelas
Ditetapkan di Palopo Pasal 3
pada tanggal 26 Oktober 2009 Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
antara lain :

WALIKOTA PALOPO a. Keadilan antar dan intra generasi;

b. Perlindungan lingkungan secara lestari,

c¢. Peran serta masyarakat yang lebih hakiki;

d. Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

e. Pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan yang berbasis

pengembangan ekonomi dan kesejahtraan sosial..

H.P.A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palnpo

Huruf a
pada tanggai 28 Oktober 2009

Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan mengembangkan kemampuan fungsi daya
dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup seperti penggunaan
teknologi tertentu, sehingga dapat mempertahankan dan atau
meningkatkan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan
H. M. JAYA e Huri}dlép'
Pencegahan terjadinya pencemaran Lingkungan Hidup misalnya
LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2009 NOMOR S i dengan menetapkan baku mutu Lingkungan, dan baku muwm limbah
. cair.
Hunuf d
Pencegahan terjadinya pengrusakan Lingkungan Hidup misalnya
dengan ketentuan kriteria baku mutu kerusakan Lingkungan Hidup
yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangen.
Huruf e
Yang dimaksud dengan menanggulangi tindakan untuk menghentikan
atau menghilangkan dampak dari pencemaran dan atsu pengrusakan
Lingkungan Hidup.

SEKRETARIS DAERAH KOTA FALOPO

fd
L
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Huruf f -

Yang dimaksud dengan memulihkan Keadaan Linékungan Hidup
adalah mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang telah tercemar

bt 4 dan atau rusak, schingga kondisinya kembali seperti keadsan semula.

Huruf a -

Yang dMsud dengan pendekatan hukum misalnya didaya
gtmakm}nya instrumen perizinan, . pengawasan dan sanksi hukum.
.Yang 'dxmaksud dengan pendekatan ekonomi misalnya diterapkannya
insentif dan disinsentif, yang berkaitan Hengan kegiatan ekonomi
antara lain pengenaan pajak, retribusi dan penyedigan sarana dan
prasarana usaha dan atau kegiatan, :

Y.an'g c_iimaksud dengan pendekatan perilakn adalah mendayagunakan
nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan
dengan pengelolean Lingkungan Hidup. .

Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Pasal §
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
[nventarisasi adalah pengumpulan data dan informasi yang diperlukan
untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan
kualitas air. '
Huruf ¢ ¢
Cukup jelas
Huruf d
- Cukup'jelas
Huruf e -
Cukup jelas
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Huruf £
" Faktor lain yang dimaksud antara lain faktor fluktuasi debit.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistematis adalah kesesuaiar dengan standar
prosedur, tata cara dan mekanisme yang berlaku dalam pengendalian
dan pencemaran lingkungan.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah setiap kegiatan pengendalian
pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang dilakukan berdasarkan
keterkaitan, keterhubungan, ketergantungan, dan keterlekatan dengan
sekotor lain yang berkaitan dalam lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan menyeluruh adalah kegiatan pengendalian
pengrusakan lingkungan hidup yang dilakukan tidak persial atau tidak
terpisah-pisah dengan aspek-aspek pembangunan lainnya, sehingga
sctiap kebijakan dapat ményentuh dan menjangksu semua aspek
kepentingan, :
Yang dimaksud dengan konsisten atau tata ases adalah setiap
kebijakan dan pelaksanaan pengendalian pencemaran Lingkungan
Hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan Lingkungan Hidup
yang baik, sebagaimana terkandung dalam peraturan perundang-
undangan, konsep, dan pemikiran yang menjadi landasan kebijakan -
dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. : '

Ayat (2)

Ketentuan penanganan pencemaran air diatur lebih lanjut dalam

Keputusan Walikota.
Ayat (3)

Cukup jelas

Avyat (4)

Pasal 7

Pasal 8

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas
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Ayat (2)
Baku mutu air laut ditetapkan berdasarkan peruntukanriya, antara lain ;
baku mutu lawt untuk pariwisata dan rekreasi (mandi, renang, dan
selam) ; baku mutu air laut untuk konservasi sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya. Sedangkan criteria baku kerusakan laut ditetapkan
berdasarkan pada kondisi fisik ekosistemn laut yaitu : terumbu karang,
mangrove dan padang lamun,
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 9
© Cukup jelas
Pasal 10,
Cukup jelas
Pasal 1}
Ayat (1;
Inventarisasi mutu udara ambien adalah inventarisasi terhadap data-
data berupa angka yang menggambarkan kualitas udara ambien di
suatu areal pada waktu tertentu derigan peralatan pematavan kulaitas
udara secara kontinyu dan otomatis.
Ayat (2)
Baku mutu udara ambien ditetapkan sebagai batas maksimum kualitas
udara ambien daerah yang diperbolehkan dan berlaku diseluruh
wilayah udara diatas ambang batas administratif daerah,

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Pencegahan kerusakan tanah dapat dilakukan dengan cara antara lain :
a. Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan kegiatannya
dengan peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
Kota.
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b. Setiap usaha danfatau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan
dampak besar dan penting terhadap tanah wajib memiliki enalisis -
mengenai dampak lingkungan (AMDAL), untuk memperoleh izir -
melakukan usaha. ,

c. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan tidak
menimbulkan dampak besar dan penting. terhadap tanah wajit |
melakukan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaye
pemantauan lingkungan (UPL), untuk memperoleh izin melakukar
usaha dan/atau kegiatan,

Yang dimaksud dengan usaha dan/atau kegiatan meliputi usahe

dan/atau kegiatan yang memerlukan izin dan yang tidak memerlukar

izin.

Usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan izin antara lain kegiatar |

wajib AMDAL dan melakukan UKL dar UPL.

Contoh izin yang dimaksud antara lain wzin usaha pertaman untul

usaha di bidang pertanian, izin usaha perkebunan untuk usaha d

bidang perkebunan, izin usaha kehutanan untuk usaha di bidang hutar

tanaman. g

Usaha dan/atan kegiatan yang tidak memerlukan izin antara lair

kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pasal 15
Ayat (1)
Penanggulangan kerusaken tanah dapat dilakukan dengan cara antan
lain :

a. Memperbaiki pengolahan dalam proses produk51,dan/atau

b. Mengurangi produksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16
Avat (1)

Pemulihan kondisi tanah dilakukan dengan cara antara lain : :

a. Penanaman dengsn tumbuhan yang cocok dengan kondisi tana
dan lingkungan sekitarnya;

b. Melakukan tindakan ameliorasi dengan menggunakan bahan-baha
seperti pupuk, bahan crganik dan kapur: dan/atau

¢. Melakukan tindakan konservasi tanah seperti pembuatan teras ata
bangunan sipil teknis lain. penanaman tanaman penutup.
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Ayat (2) ey ey g

Yang dimaksud instansi teknis yang bcrs:mgkutan adal _

a. Instansi yang bettanggung jawab’:di -bidang: permman dan
pcrkcbunan untuk kegiatan di bidang- pertaman dan perkebunan
atau

b. Instansi -yang bertanggung jawab di bidang kehutanan untuk
kegiatan hutan tanaman.

Pasal 17
Ayat (1) G v
" Cukup jelas out
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penanggung jawab usaha yang usahanya dapat
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kemisakan dan atau
penceémaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kerusakan hutan
dan lahan, antara lain usaha di bidang kehulnnan, pcrkebunan dan
pertambangan.
Ayat (3)
Sarana dart prasarana pencegah terjadinya. kcrusakan hutan dan lahan
meliputi :
a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui teqadmya kebakaran hutan
dan lahan;
b. Alat pencegah kebekaran hutan dan lahan;
c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi
terjadinya kerusakan hutan dan lahan;
d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah
dan menanggulangi terjadinya kerusekan hutan dan ighan;
e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara
berksla setiap 6 bulan sekali.
Pasal 18
Avyat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
" Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

40

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jeias
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
Huruf {

Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas
Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas
Huruf j

Cukup jelas
Huruf k

Cukup jetas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jclas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas

41




Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
- Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Hurufk
Cukup jelas
Huruf 1
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayst (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3}
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1}
Cukup jelas
Avyat (2)
Cukup jelas
Ayat {3)
Cukup jelas
Ayat {4}
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas
Avyat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas



Ayat (3) Ayat (2)
Cukup jelas Cukup jelas
Ayal (4) Pasal 33
Cukup jelas Ayat (1)
Pasal 29 Cukup jelas
Ayat (1) Ayat @)
Cukup jelas Cukup jelas
Ayat (2) Pasal 34
Cukup jeias Ayat (1)
Ayat (3) . CUkUp }clas
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas Pasal 35
Ayat (5) Avat (1) s/4 Avat (5)
Cukup Jcias Cukup jclas
Ayat (6) Pasal 36
Cukup JC[&S . Ayat (1) s/d Ayat (3)
Ayat (7) : o Cukup Jelas
Cukup jelas B
Ayat (8) - Pasal 37
Cukup jelas : Avyat (1) s/d Avat (4)
Avyat (9) : Cukup _]CiﬂS
Cukup jelas - Pasal 38
Pasal 30 E: Avat (1)
Cukup jCl&S Cukup jeias
Ayat (1) : Yang dimaksud dengan selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga)
Cukup jelas . tahun adalah kurun waktu sebelum penanggung jawab usaha yang
Avat (2) : izinnya akan berakhir atau pindah lokasi usaha atau kegiatan.
Cukup jelas f Contohnya, apabila perusahaan itu akan berakhir izinnya atau
Ayat (3) _ pindah lokasi usaha dan atau kegiatan pada tahun 2008, maka tahun
Cukup jelas : 2005 sudah dilakukan upaya pemulihan tersebut
Ayat (4) Ayat (3)
Cukup jelas Cukup jelas
Pasal 32 Pasal 39
Ayat (1) Avat (1) /d Ayat (6)
Cukupjcias ; Cukup Jelas




Pasal 40
Ayat (1) s/d Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1) s/d (3)
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43 '
Cukup jelas
Pasal 44 '
Ayidt (1) s/d Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1) s/d Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1) s/d Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas

WALIKOTA PALOPO

PERATURAN WALIKOTA PALOPO
© NOMOR 87 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR §
TAHUN 2009 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota
Palopo Nomor 5 tahun 2009 teniang Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam

Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2009 seri

Nomor tanggal 26 Oktober tahun 2009, maka periu segera

* di'laksafiakan; ;

b. bahws untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu
- ditetapkan dengan peraturan Walikota Palopo.

47




Mengingat

(9%

Undang-undang_ Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengeiglaan' ng}gungan ‘Hidup  (Lembaran Negara
Republik Indonesia® Tahun 1997 Nomor 68 tambahan

Lembaran Negam{g hk Indonesia Nomor 3699);
Undang-undang Nohg,l Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok -

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor 3888);. , . . | .
szdﬁg&m&a*ngﬁ Ndmfor: /A1 + Tahfin 2002 Tentang

Pcmt.aen.mkan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo di
Propinsi: Sulawesi: Sejatan ,(Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomer. 24, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4186);

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor (25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia. Nomor - 4437), sebagaimana telah diubsh
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang  Nomor 32, Tahup 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambghsn | Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulay  Kecil
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2007 Nomor
84, Tambshan Lembarap Negara Republik indonesia
Nomer 4739), :

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah ~ (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4851):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian  Pencemaran dan/stau  Perusakan Laut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3816);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tehun 1999 tentang |
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indosesia. Tahun 1999 Nomor 59,
Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1838); . o - :

9. Peraturan Pemerintabh Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udera (Lembaran Negara .
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan ‘Pengendalian Pencemaran
Atr {I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

-, Nomor: 153, Tambahae [embaran 'Negara Republik

Indonesia Nomor 4161}, - ¢ - 1y :
1. 'Peraturan Pemerintah’ Nomor 450 Tahun 2000 tentang
Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi -
Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4068);
12. Peraturan Pemerintak Nomor 4+ Tehun 2001 teatang
Pengendalian Kerusakan Tanah Den Atau Pencemaran |
Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran
Hutan Dan Atsu Lahan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4076),




Aenetapksn :

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang
Pembagian Urisan Pemerintah antara Pemerintah Daerah
Propinsi * dan. Pemerintah Daersh Kabupaten /Kota
(Lembaran iNegara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo;

15. Peraturan Daerah Kota Palopo- Nomor 5 Tahun 2009
tentang Pengendalian.' Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PALOPO NOMOR 5 TAHUN 2809 TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1.

Aelaksanakan Peraturan Daergh Kota Palopo Nomor § Tahun 2009 tentang
’engendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasgal 2

Aenunjuk Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo dalam Melaksanakan
‘eraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Walikota
ni dengan :

a. Melaksanakan Sosialisasi kepada Masyar: 1as sebelum memula
' Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, '
b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan F - =an Daerah dimaksud
dan berkoordinasi dengan Instansi terkait

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada @ggd - ..iangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memcrmtal.lkar :.‘gundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Bertta [ +acuh Kota Palopo

Ditetap«an di Palopo
pade :anpgal 6 Nopember 2009

WAL W OTA PALOPO
tid

H.P. - ENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 6 Nopember 2009

SEKRE S DAERAH KOTA PALOPO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHE 2009 NOMOR




